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I. PENDAHULUAN
Dalam daftar mata kulizh semester genap tahun akademik 1994/1995 yang ditawarkan

oleh Fzkultas Hukum Universitas Tarumanagara, tercantum mata kuliah Hukum
Pertzmbangan. Sepanjang pengetzhuan penulis, mata kuliah ini masih termasuk bary g
fakultas ini dan dengan munculnya mata kuliah tersebut, penulis akan menyambutnya
dengan menyajikan salah satu muatan Hukum Pertambangan. Di samping itu. barangkali
tulisan ini juga dapat melengkapi bahan studi bagi business law yang telah menjadi cir
khas Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Tentu saja perspektif tulisan ini tidak
dilihat dari segi teknik perminyakan dan gas bumi atau aspek ekonomisnya, tetapi diamati
dari kaca mata hukum.

Pelaksanaan usaha perminyakan dan gas bumi sebagai cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak ini ditugaskan kepada Pertamina,
sebagai badan usaha milik negara ( BUMN) yang didirikan dengan Undang-Undang No.
& Tahun 1971 tentang Pertamina, Menurut undang-undang tersebut, tugas Pertamina
adalah: (1) melaksanakan usaha perminyakan dalam arti seluas-luasnya dengan
memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan negara; (2)
n bakar minyak untuk kebutuhan dalam negeri.

tersebut Pertamina menghadapi hambatan hukum yang

menyediakan dan melayani baha
Dalam melaksanakan tugas
—_—

Staf Pengajar Fakultas Hukysm Universitas 'I'arumanagara.
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1o dicari jalan pemecahannya, sehingga Pertaming dapat mempentahankan, kelangsungan
hanya. Selain, tentu saja dapat mampu berkembang mencapai misj yang diembannya
usa '

I CIRI-CIRI PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUM]
18

minyak dan gas bumi adalah salah saty kekayaan alam yan
l.

g terkandung dalam perut
bumi Indonesia sebagai sumber energi yang tidak terbary

kan (unrenewable), di satu
ihak depositnya terbatas dan di lain pihak sangat dibutuhkan bagi kehidupan sehari-
P

hari masyarakat banyak;
inyak dan gas bumi mempunyai arti yang khusus dalam pertahanan dan keamanan
mi : .
% asional, juga persoalan-persoalan minyak dan gas bumi mengandung aspek-aspek
1 L]
internasional;

berdasar asal usulnya, juga karena kompleksitas unsur dan sifatnya, minyak dan gas
3. r , | w
' han galian tambang lain:
mi berbeda dengan ba | | )
. ngingat usaha perminyakan dan gas bumi sebagai cabang produksi yang penting
e -
4. ;n -gne ara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka pengaturannya ditetapkan
agl1 neg
dalam suatu undang-undang;

aha perminyakan dan gas bumi memerlukan modal besar (padat modal) dengan
5. usaha . .
nisiko tinggi, tenaga ahli, dan teknologi canggih.

S BUMI
L. PENGATURAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GA!

_ . o n minyak dan
Sebagaimana telah dijelaskan di muka, has:ll pe;n:nf;i‘;ia;’a?;n;gzgaorang Z,anyak.
gas bumi memplml\f.ai mxznt;:iuzzg;:kzg;;z g:ll; bumi pada dasal'fl)'ﬂL harus diusah.a;:i
Berhubung dengan .1tukllS ak::n semata-mata oleh perusahaan milik negara. ;ci;mno
oleh negara dan dilaksan ¢ (1) dan (2) Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 19 aha
ditegaskan dalam I.’asal 3 Aya Gas Bumi. Hal ini tidak berarti semua ?e-kerjaan usj.ka
Pertambangan Minyak da.nh 355 dilakukan sendiri oleh perusahaan milik n;:gg:r-la;an
perminyakan 'dfm gas bumi :;‘: sungguh-sungguh belum atau tidak dapat ar;le z:, .
perusahaan milik negara terse dal. teknologi, dan tenaga ahli, barulah perus aak Fontrak
sendiri karena kemrbatasa.l;nllz il';ak perusahaan minyak asing dalam berll(:lrang tidak
bek:frja 'Sama} jfir:!gga::tglll :er?anjian karya. Bentuk kontrak tersebut se

production sh

dilaksanakan lagi,
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Deagan Jemikian berarti perusahaan milik negara ith MEMegang monopol;
seluruh usaha perminyakan dan gas bumi, mulai dari e¢ksplorasi, produksi poli karep,
dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan, dilaksanakan sendiri Ole}; PEIMurniay,
alaupun pihak swastd asing dapat bekerja sama dengan perusahaan ri‘:f:l.'usahaan
Akibatnya, ada wilayah kuasa usaha perminyakan dan gas ::,lk ‘-‘egara
lch perusahaan minyak ncgara dan ada pula yang diker'uml Yang
area). Kerja sama di bidang usaha perminyakan dalakan oleh
i dak dilandasi ketentuan Undang-Undang No. 1 ;:as bumi
| Asing, dalam arti tidak mengikuti prosedur yan :_Un 1967
oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tetap: langsung bcrhadg itetapkan
perusahaan milik negard tersebut. Selain itu, untuk Pertamina dipeflak?lian dt?ngan
: diri. Antara lain, Pertamina wajib membayar pajak kOntr:E sistem
Direktorat Jenderal Pajak. Jenis pajak yang wajib dibayar telah ditetapkan dal tor pada
andang pendiriannya. Patut dicatat pula, bahwa seluruh hasil yang diperola :m uPdang_
perminyakan dan gas bumi, diserahkan kepada pemerintah. Untuk itu, P < dz%n usaha
mcnfia?al penggantian jasa. Pertamina yang melaksanakan usaha perrr,line:kamlna akan
bumi tidak melaksanakan pekerjzan sebagai pemilik wilayah kuasa usah: pearrrln:]:;aﬁ:sn

rersebuil W
sebagal kontraktor.
dilaksanakan sendint ©
kontraktor asing (contract
dengan perusahaan asing
tentang Penanaman Moda

perpajakan secard tersen

dan gas bumi.

IV. HAMBATAN HUKUM

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, tugas pok N
o o e o i
pcnjualan,‘ balam n::l‘::l eksploitasi, pemurnian, pengolahan, pengangkutan I;‘;“
ko kerja sam clensanakan eksplortasi dan eksploitasi itu, Pertamina baZn)Fa;
Adapun pelaksanaan usahag;? Pfrushaan asing dalam bentuk kontrak production sharing
tidak banyak dan kebanyaka; banya i?n produksi yang dilakukan oleh Pertamina sendit
Hal ini tidak sejalan dengan Und:ng-gtzzz:za;?osuzu;zl; ;;hﬁ]ng] 9]?(;(.?]}(1“kSinya et

Kerja sama yang di

ilailirannYa. danydingj(ij:;i?iui[t: (zz;:;l;kp;z;iumonkmarmg yang terkond) pads ¥

tidak dapat menam am perkembangannya akhir-akhir ini

Ini terbukti dcnganpl?lzicii;kem; angan kerja sama usaha eksplorasi dan Pmrdt:::l::;?

technical assistance Comrac);ﬂ entuk kontrak baru, seperti joint operating agreement

agreement. Keempat bentuk k‘ SeCGn.d(:]ry recovery contract, dan technical evaluariof;

No. 44 Prp Tahun 1960 ma l?ntrak ini tidak disebut-sebut, baik dalam Undang-Undang

peraturan tersebut yang diteta kf"uﬂ dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1971. Dalam
pkan adalah perjanjian karya atau kontrak producﬁon.sharms-
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gelanjutny? kontrak production sharing ini tidak dap

inyakan dan gas bumi, misalnya dalam pemurnian dan pengolahan, pengangkutan
- jalan. Dalam praktik, ditemukan kontrak yang bukan kontrak

s'nJ
aa:::; semah diterapkan dalam:
wf

| peljanjian distribusi gas bumi antara Pertamina dan Papua Nugini (PNG):

at diterapkan dj bidang usaha

production sharing,

N perjanjian pengangkutan bahan bakar minyak dalam negerl antara Pertamina dan

2. asiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU);

3 Lontrak di bidang pemurnian dan pengolahan LNG yang dilakukan PT Arum dan
PT Badak;

4 kontrak penjualan LNG ke Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Dalam kontrak penjualan LNG yang disebutkan terakhir tersebut hahkan lahir masalah
hukum lain yang ditemukan, yakni usaha pemurnian dan pengolahan/pembangunan kilang
oleh pihak swasta nasional yang telah mendapat ijin dari menteri yang bertanggung jawab
di bidang minyak dan gas bumi dapat dilakukan tanpa harus bekerja sama dengan
Pertamina sebagai pemegang kuasa usaha perminyakan dan gas bumi (Surat Menteri
Pertambangan dan Energi No. 2587/31/MDIM/1994). Di samping itu, telah dilakukan pula
penswastaan SPBU.

Perjanjian-perjanjian yang diuraikan di atas, juga tidak tercantum dalam Undang-
Undang No. 44 Prop Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 dan menyimpang
dari ketentuan-ketentuan lainnya yang landasan hukumnya kedua undang-undang tersebut.
Dengan demikian, kerja sama antara Pertamina dan perusahaan asing dalam pengusahaan
minyak dan gas bumi perlu ada pemikiran untuk memecahkannya.

Tugas Pertamina yang lain adalah menyediakan dan melayani kebutuhan baban bakar
minyak dan gas bumi dalam negeri. Tugas ini menurut sejarah, sebetulr?ya tugas
Pemerintah RI yang dititipkan kepada Pertamina. Karena yang diolah ad.alah minyak dan
gas bumi, maka modal dan biaya-biaya lain akan disediakan oleh pemerintah, sedangkan
Pertamina akan mendapat penggantian cosi dan fee.

Adapun yang dimaksud dengan bahan bakar minyak,ln.lenur | sl
No. 20 Tahun 1990, terdiri dari avigas, avur, bensin premium, minyak tanal?, mml){ a
solar, minyak diesel, dan minyak bakar. Bahan bakalr minyak [CTS?E‘tttd‘;?;:';n;":
pemerintah kepada masyarakat dengan harga yang terjangkalu Olih “l‘( )a“. -
penyaluran bahan bakar minyak ini disebut dengan istilah “distribusi” bukan “penjus

dan harganya disubsidi oleh pemerintah.

Kebutuhan bahan bakar minyak untuk kebutuhan d

ut Keputusan Presiden

alam negeri, baik untuk kebutuhan
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1 kebutuban sosial lainnya tiap tahun meningks, terug
]

i"::‘t:]ri;l: ::‘r::r:::::ciuluhan baban bakar minyak dalam negeri pada Repelity IVS;E:%;:
::nl\ul:
i 94/95 95/96 96/97 m
rl'*;\; ;ﬁgm' 9,18 9,13 904 o
3. Avtr 147404 157197 169142 177172 875,09
: Bensin premium  8.354.42 8.878,62 9.475,64  10.187,03 11016 7
4 Minvak tanah 9.344,61 9.714,29  10.093,94 10.484 07 10-384,52
S. Minyak solar  17.858,94 21.335,58  22.573,30 21.413 85 22423338
6. Minyak diesel ~ 2.157.85  2.268,17 2.383,17 250971 264275
7. Minyak bakar  4.530,20 — — —_ _
JUMLAH 4372943 4376781  46.206.60 4W

Sumber : Pertamina.

Dengan meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak itu, crude oi] yang diprodyks;
untuk tujuan ekspor menjadi berkurang dan akibatnya devisa yang diterima oleh
pemerintah juga semakin berkurang. :

Selain hal itu, akibat yang lain adalah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan bahan
bakar minyak dalam negeri yang meningkat harus dibangun kilang-kilang baru dan ipj
membutuhkan dana yang sangat besar. Kilang-kilang yang sudah ada sekarang tidak lagi
mampu mencukupi kebutuhan. Untuk itu Pertamina harus mengimpor crude oil dari hasil
produksi dengan harga mahal agar dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak.
Adapun kilang-kilang minyak yang dibutuhkan dalam Repelita VI untuk mengolah bahan
bakar minyak diperkiarakan lima buah kilang dengan harga tiap buah 7,5 sampai dengan
10 trilyun rupiah,

Sebelum tahun 1980, dalam tahun tujuh puluhan, pemerintah mengadakan penyertaan

modal, seperti perluasan kilang bahan bakar minyak, proyek kilang methanol Buyu, poyek
tromatik Plajy, dan proyek depot bahan bakar minyak Indonesia Timur. Untuk proyek
kilang Dumai, Kilang Sei Pekning, kilang Cilacap, poyek pipa produk Cilacap, dan proyek
Pipa gas Cimalaya, dibiayai dengan pinjaman komersial kredit investasi dan kredit ekspor

Berhubung pemerintah lidak lagi mempunyai dana yang cukup, maka mulai tabon
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gs1-40 pemerintah tidak .lagi mengadakan penyertaan mody unt
ket minyak dan karena itu Pertamina kemudian memanfaatka
- proyek/kilang LNG, proyek kilang paraxylene Cilacap
galongan. Selanjutnya, Pertamina tidak diperbolehkan mengel’u

antuk membangun kilang (Pasal 7 Huruf (c) Peraturan Menter;
No. 03P/036/MPE/1993), akan

uk Proyek-proyek bahan
N non-recourse financing
dan proyek kilang Exor |
arkan biaya investasi bary

Pertamban .
tetapi ; . . gan dan Energj
etapi Pertamina tetap ditugasi menyediakan bahan b .
qinyak untuk kebutuhan dalam negeri. an bakar
Hal-hal yang. dim:aikan di atas merupakan masalah, dan untuk itu perlu diamati

pengarubnya dari segi hukum dalam memecahkan masalah tersebyt e

v. GAGASAN YANG TIMBUL

Untuk memecahkan masalah di atas, ada beberapa gagasan yang muncul dala
tingkungan Departemen Pertambangan dan Energi. Gagasan tersebut adalah deng::1
mengadakan perubahan pola pengusahaan minyak dan gas bumi yang dianut sekarang
ini ke pola yang memungkinkan Pertamina memupuk dana. Selain itu perlu juga diadakan
perubahan status hukum Pertamina lain dari yang diatur dalam Undang-Undang No. 8
Tahun 1971

Perlu diketahui, bahwa usaha perminyakan dan gas bumi yang selama ini berdasarkan
Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, tidak
bertujuzn untuk memupuk dana karena semua penghasilan yang diperoleh Pertamina
diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah RI. Pertamina hanya memperoleh imbalan jasa
atau penggantian biaya ditambah fee. Setiap tahun Pertamina mengajukan anggaran untuk
melaksanakan rencana kerjanya untuk disetujui oleh pemerintah, dalam hal ini Dewan
Komisaris Pemerintah-Pertamina. Pola usaha demikian disebut cost ariented.

Gagasan yang baru pada pokoknya agar Pertamina dapat mempertahankan
kelangsungan usahanya dan mampu berkembang dengan menggantikan cost oriented
tersebut menjadi profit oriented. Dengan perubahan itu Pertamina akan dapat memupuk
dana guna membiayai usahanya, baik untuk kebutuhan bahan bakar minyak maupun non-
bahan bakar minyak, seperti LNG, LPG, BBG, dan minyak pelumas. Perubahan ini akan
membawa akibat bahan bakar minyak dijual sesuai dengan harga pasar dan harga
ditetapkan sendiri oleh Perlamina. Orientasi yang demikian itu berarti hanya sebagian
penghasilan saja yang diterima Pemerintah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat,

sedangkan bagian Jain akan dimiliki Pertamina.
kan, berarti akan terjadi suatu perombakan

Jika ide atau gagasan tersebut jadi diwujud
aan minyak dan gas

yang mendasar dari filosofi, status hukum, dan organisasi perusah
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bumi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam l:lndang-Undang N‘o. 44 P'rp Tahup 196
wmi sebag; sndang No. 8 Tahun 1967. Mungkinkah gagasan tersebut d'benarkan oleh
dal; :m:'::i;,:;y:n; mcl'nﬂda"i usalia perminyakan dan gas bumi, bahkan olep Pasa] 33
undang-undang ys
indang-Undang Dasar 19457 ‘
L nd]?:alisahagpenﬂi“ yakan dan gas bumi tcrutafna guna mcm:nu]lzl keb‘f‘thln dalam
negeni dijadikan profit center, minyak dan gas bumi akan lr)nerup; an komoditi biagy Yang
dapat diperdagangkan untuk mencari keuntungar'l yang se es:fr- esar.nya. Kosekuensinya,
jika sudah demikian usaha ini akan terbuka bagi swasla, ?el-ung.ga tl.dak dal?at menjamiy,
Lcscjahteraan rakyat Indonesia. Perombakan yang demikian ttu tidak SFJﬂlan dengaq
ketentuan Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960, khususnya pada Penjelasan Umum
Angka 9, 8, dan 4. Demikian juga dengan Pasal 4 dan 14 Undang-Undang No, § Tahup

1967.
Walaupun kedua undan g-undang yang merupakan dasar dari usaha perminyakan dag

cas bumi itu dapat saja diubah untuk mewujudkan gagasan yang diinginkan, masih perlu
:iitc]iti dengan Pasal 33 Ayat (3) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang dalap
penjelasannya mengatakan, bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup
orang banyak sajalah yang boleh ditangani perorangan. Oleh karena itu, minyak dan gas
bumi yang telah ditetapkan dengan undang-undang menjadi cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikuasai negara kareng
merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat Indonesia. Bertolak dari pemikiran ity
adalah tidak dapat diterima, bahwa kekayaan seseorang yang dikumpuikan berarti
-Jekayaan nasional bangsa Indonesia.

Seiring dengan keinginan menjadikan usaha perminyakan dan gas bumi dari cost
center ke profit center, apakah bukan produk non-bahan bakar minyak, seperti minyak
pelumas dan produk gas serta petrokimia saja yang dijadikan profit center? Adapun untuk
bahan bakar minyak tetap berpola cost center. Untuk mendukung profit center tersebut
dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerjanya, dapat saja Pertamina dipecah
menjadi state small oil companies di bawah suatu holding company.

YI. PENUTUP

Sebagai penutup tulisan ini, dapat diingatkan kembali bahwa minyak dan gas bumi
adalah salah saw kekayaan yang terkandung dalam perut bumi Indonesia. yung
Cadaf‘lgannya terbatas, sehingga wajib dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar
kesejahteraan rakyat Indonesia dan selama mungkin. Agar tujuan itu dapat tercapai, adalah
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Kewajibal Pertamina untuk melaksanakan sendiri ysgp, perminyakan day, .
wdaﬁﬂ"k““ undang-undang yang' beriaku, baru kalay betul-betu] tjdqk atau belu,-s as bumi
dapat bekerja sama dcnngn Plhak Swasta. Artinya, tidak semua Pckcr'aamampu'

minyakan dan gas bumi filkontrakkan kepada pihak swasta, Dala hi[ irl-usaha
diciptakan bentuk-bentuk perjanjian lain yang dapat menamp ni perlu

ung kerja sama dj biq
pcmllmm"‘ pengolahan, pengangkutan, dan penjualan bahan bakar minyak ang

Di sisi lain, pemerintah pun wajib terus menyediakan bahan bakar minyak untuk
Lebutuhan dalam negeri dan turut membiayainya agar harganya terjangkau oleh rakyat
banyak. Perlu dipikirkan menjadikan non-bahan bakar minyak sebagai suaty profit center
rermasuk dengan menyesuaikan status hukum Pertamina. ’

Schagai badan usaha milik negara, Pertamina periu melakukan penghematan, juga
aktif mencari dana (pinjaman) yang tidak merugikan negara, di samping terus berusaha

meningkatkan usaha penjualan non-bahan bakar minyak di dalam dan di luar negeri,
sehingga dapat memupuk dana sendiri.
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